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ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2015 - 2019 )

. UUNomor 17 E

Tahun 2007
tentang Rencana
Pembangunan
Jangka Panjang
Nasional 2005
2025

. PerpresNo. 2
tahun 2015
tentang RPIJMN
2015-2019

. PerpresNo. 81
Tahun 2010
tentang Grand
Design RB 20107
2025

. PermenpanRBNo.
11 Tahun 2015
tentang Road Map

RB 201571 2019
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1. MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA
DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGA NEGARA

2. MEMBUAT PEMERINTAH TIDAK ABSEN DENGAN MEMBANGUN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS, DAN TERPERCAYA

: U0 3. MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH
MOWI g’[s DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN

4. MENOLAK NEGARA LEMAH DENGAN MELAKUKAN REFORMASI SISTEM DAN
PENEGAKAN HUKUM YANG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT DAN TERPERCAYA

5. MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA

6. MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR
INTERNASIONAL

7. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGGERAKAN SEKTOR
SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK

8. MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA

9. MEMPERTEGUH KE-BHINEKA-AN DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL
INDONESIA
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KAMI AKAN MEMBUAT PEMERINTAH SELALU HADIR
DENGAN MEMBANGUN TATA KELOLA I’EMERINTAI'IMIr
YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS, DAN
TERPERCAYA

¢ MEMULIHKAN KEPERCAYAAN PUBLIK MELALUI REFORMASI
SISTEM KEPARTAIAN, PEMILU DAN LEMBAGA PERWAKILAN

o MENINGKATKAN PERANAN DAN KETERWAKILAN
PEREMPUAN DALAM POLITIK DAN PEMBANGUNAN

¢ MEMPERKUAT KANTOR KEPRESIDENAN UNTUK
MENJALANKAN TUGAS-TUGAS KEPRESIDENAN SECARA
LEBIH EFEKTIF

¢ MEMBANGUN TRANSPARANSI TATA KELOLA PEMERINTAHAN
¢ MENJALANKAN REFORMAS| BIROKRASI
¢ MEMBUKA PARTISIPASI PUBLIK



SASARAN REFORMASI
BIROKRASI 2010 - 2014

Terwujudnya pemerintahan
yang bersih dan bebas KKN

SASARAN REFORMASI
BIROKRASI 2015 - 2019

Meningkatnya kapasitas dan
akuntabilitas kinerja
birokrasi

Terwujudnya peningkatan
kualitas pelayanan publik
kepada masyarakat

Birokrasi yang bersih dan
akuntabel

Birokrasi yang efektif dan
efisien

Birokrasi yang memiliki
pelayanan publik
berkualitas




Tingkat
Nasional

Tingkat
Instansional

Makro

Meso

Mikro

Perumusan atau penyempurnaan
kebijakan menjadi dasar bagi
pelaksanaan Reformasi Birokrasi
secaranasional dan
diimplementasikan di masing-masing
instansi pemerintah

Manajemen pelaksanaan Reformasi
Birokrasi dalam operasionalisasinyg
yang mendorong kebijakan-kebijakan
inovatif , menerjemahkan kebijakan
makro dalam implementasinya, dan
mengoordinasikan (mendorong dan
mengawal) pelaksanaan Reformasi
Birokrasi di tingkat K/L dan Pemda

Implementasi kebijakan/program
Reformasi Birokrasi sebagaimana
digariskan secara nasional dan
menjadi bagian dari upaya
percepatan Reformasi Birokrasi pada
masing-masing K/L dan Pemda
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Revolusi Mental Aparatur

Penguatan
Penguatan
Penguatan
Penguatan
Penguatan
Penguatan
undangan

Sistem Pengawasan
Akuntabilitas  Kinerja
Kelembagaan

Tata Laksana

Sistem Manajemen SDM ASN
Peraturan Perundang -

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Quick Wins

Manajemen
Monitoring,

Manajemen
Penguatan
Penguatan
Penguatan
Penguatan
Penguatan
Penguatan
undangan

Peningkatan

Quick Wins

Nasional

Perubahan
Evaluasi , dan Pelaporan

Perubahan

Sistem Pengawasan
Akuntabilitas  Kinerja
Kelembagaan

Tata Laksana

Sistem Manajemen SDM ASN
Peraturan Perundang -

Kualitas Pelayanan Publik
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Peningkatan kualitas

tata kelola

administrasi dan
persidangan guna

menunjang
pelaksanaan

DPR RI

wewenang dan tugas

Meningkatkan tata kelola administrasi dan
persidangan yang profesional, andal, J—
transparan, dan akuntabel, -

Memperkuat  peran  keahlian  yang
profesional, andal, transparan, dan :
akuntabel. : —

Peningkatan peran
keahlian dalam
mendukung
pelaksanaan
wewenang dan tugas
DPR RI
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SISTEM PENDUKUNG DPR RI

Pasal 413 ayat (1) bahwa untuk mendukung DUKUNGAN

kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas TEKNIS DAN

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ADMINISTRATIE
(DPR RI) dibentuk Sekretariat Jenderal.

| Transparansi
| Mudah diakses informasi berkaitan dengan
| kegiatan semua Alat Kelengkapan DPR (AKD)

SEKRETARIAT
JENDERAL DPR RI

Teknologi Informasi : -
Penggunaan Teknologi Informasi untuk i E
membuka akses bagi masyarakat memperoleh | =
informasi melalui website dan media sosial ] £

BADAN KEAHLIAN
DPR RI

i Representasi
: Lembaga perwakilan rakyat yang
| memperjuangkan aspirasi rakyat

Pasal 413 ayat (2) bahwa untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DUKUNGAN =
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia KEAHLIAN ~

(DPR RI) dibentuk Badan Keahlian. i
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